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PUTUSAN
Nomor 1903/Pdt.G/2021/PA.Ba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nama Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten
Banjarnegara, sekarang tidak diketahui alamatnya
diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
atau di Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10September 2021
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1903/Pdt.G/2021/PA.Ba,
tanggal 13 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 02
Juni 2003, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan, Kabupaten
Banjarnegara Nomor : 19/02/V1/2003 tertanggal 02 Juni 2003;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat
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adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama 15 tahun 4 bulan, dan telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai 2
orang anak yang bernama;

1.Rahma Suryati, umur 15 tahun;

2.Talita Adibah Hanania, umur 6 tahun(sekarang anak-anak Penggugat);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun
saja, tetapi sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi
kebutuhan keluarga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, serta
Tergugat sering pergi tanpa pamit sampai larut malam, jika diingatkan
malah marah-marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat terjadi
pada bulan Oktober 2018 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

berpisanh,

Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan sekarang tidak
diketahui alamatnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) atau di Luar Negeri, sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 11
bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 2
tahun 11 bulan lamanya;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha
menyelesaikan dengan cara mencari namun tidak berhasil dan karenanya
Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga
dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai
Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena
telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini
berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagai berikut -

1.Mengabulkan gugatan Penggugat.;

2.Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (Nama Tergugat)
terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
sendiri menghadap ke muka sidang,sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan
Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui
panggilan umum (media massa) sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa;
A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxX, tanggal 10-09-
2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;

2.  Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XxXXXXXxXxXxxxx tanggal 2
Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.  Surat Keterangan Pergi nomor XxXXxXxXXxxxxxxx, tanggal 09 September
2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokaraja, Kecamatan
Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. ldentitas saksi 1,yang dibawah sumpahnya memberi keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal
bersama di rumah orangtua Penggugat selama 15 tahun lebih;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang
anak, dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya dengan jelas;

- Bahwa Tergugat pergi sudah selama 3tahun ;

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ataupun
memberi kabar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan

Tergugat namun tidak ketemu;
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2.ldentitas saksi 2,yang dibawah sumpahnya memberi keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang
anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sampai
sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3tahun ;

- Bahwa Tergugat pergi karena sering bertengkar dengan
Penggugat masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka mengenai
keuangannya kepada Penggugat, Tergugat juga sering pergi-pergi
tanpa pamit sampai larut malam, jika diingatkan malah marah-
marabh;

- Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ataupun
memberi kabar kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5dari 10Hal. Put. No. 1903/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti P.3 (Surat Keterangan Kepala Desa) terbukti Tergugat tidak
diketahui alamatnya secara pasti dan telah dipanggil melalui panggilan umum
(mediamasa) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan
yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus

diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan maka upaya perdamaian lewat mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotocopi KTP Penggugat) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan
kependudukanPenggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti surat P.1 tersebut, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah
hukum yang termasuk vyurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 juncto Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat secara
formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotocopiKutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya
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isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan secara
Islam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat
perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat mempunyai hak (legal
standing) untuk mengajukan cerai gugat melawan Tergugat dan berdasar Pasal
49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah
diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi
kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
disamping telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah
dipertimbangkan diatas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya,
sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145
ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil
tentang telah perginya Tergugat dari tempat tinggal bersama yang sampai saat
ini telah3tahun adalah fakta yang di ketahui sendiri dan sesuai dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171
HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai alat bukii;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan
tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada
pokoknya bahwa pada saat perkara ini diajukan Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama selama 3tahun , selama
pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabar beritanya;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, maka
apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap rukun (tidak bercerai),
menurut Majelis justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya karena
masing-masing tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya serta tidak akan

dapat terpenuhi haknya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 251;

Ll \gilas g2l ) Ao o s g3 Sl Jin o S 8B i 7050 S 13
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Artinya : “ Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima
selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan
cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan,
walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah
untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal
19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
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maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap
Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26Januari 2022 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 23Jumadil Akhir 1443 Hijriyah.Oleh kami Dra. Hj. Siti
Syamsiyah sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. serta
Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan
tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Anigotur Rifa ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dr. H. Ichwan Qomatri, Drs., M.Ag. Dra. Hj. Siti Syamsiyah
Hakim Anggota,
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Drs. Mahli, S.H.
Panitera Pengganti,

Anigotur Rifa ah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan Rp 280.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Biaya Redaksi Rp 10.000,00
Biaya Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 400.000,00
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